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BUPATI MAMUJU 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MAMUJU 

NOMOR  23  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 17 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAMUJU, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan target 

kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 

sehingga rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamuju Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,  

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

disampaikan kepada kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan 

menjadi Peraturan Kepala Daerah;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju 

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022. 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                           

Nomor 6801); 

6. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312); 
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MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 17 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

TAHUN 2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 

17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 

Nomor 17), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah dan huruf f dihapus, 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

a. BAB I : Pendahuluan; 

b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan  Dua) 

Tahun Berkenaan; 

c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan   

Daerah; 

d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah; 

e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

f. dihapus 

g. BAB VI : Penutup. 

 

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi  

sebagai berikut: 

 

Pasal 5A 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan 

Daerah dijadikan: 

a. dasar penetapan perubahan renja Perangkat  

Daerah; dan 
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b. Pedoman penyusunan kebijakan umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju. 

 

 

Ditetapkan di Mamuju 

pada tanggal  25 Agustus  2022 

 

BUPATI MAMUJU, 

 

              cap/ttd 

 

SITTI SUTINAH SUHARDI 

 

 

Diundangkan di Mamuju 

pada tanggal  25 Agustus  2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, 

 

cap/ttd 

 

SUAIB 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR  23 

 

 

 

 

 


